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Kata IPengantar 

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan Jaringan Dokumentasi dan lnformasi Hukum 

(JDIH), Biro Hukum dan lnformasi Publik Sekretariat Jenderal Kementerian 

Pertanian menghimpun informasi peraturan perundang-undangan bidang 

pertanian dalam bentuk katalog, lembar ·lepas dan abstraksi peraturan 

perundang-undangan yang berkaitan dengan pertanian. 

Himpunan lnformasi dimaksud bertt.Jjuan untuk meningkatkan penyebarluasan 

peraturan perundang-undangan oleh Biro Hukum dan lnformasi Publik sebagai 

unit jaringan dokumentasi dan informasi hukum di l<ementerian Pertanian kepada 

unit kerja Eselon I sebagai sub unit jaringan dokumentasi dan informa si hukum di 

lingkungan Kementerian Pertanian, masyarakat dan Pemangku Kepentingan 

Harapan kami informasi peraturan perundang-undangan mr dapat bermanfaat 

bagi pihak-pihak yang memerlukan. 

PLH.Kepala Biro Hukum dan lnformasi Publik, 

Dwi Pudi Astuti, SH,M.M 
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KATALOG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

BIDANG PERTANIAN 

Indonesia, Kementerian Pertanian 

(Peraturan Perundang-undangan) 

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 56/PermentanjPK.110 j 11/2015 

Tanggal 30 November 2015, tentang Produksi, Sertifikasi, dan 

Peredaran Benih Bina Tanaman Pangan dan Tanaman Hijauan Pakan 

Ternak- Jakarta, 2015 

LL: 30 Hal 

BENIH BINA TANAMAN- PANGAN- HIJAUAN PAKAN TERNAK 

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 56/Permentan/PK.110/11/2015 



BENIH BINA TANAMAN- PANGAN- HIJAUAN PAKAN TERNAK 

2015 

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 56/PermentanjPK.l 10 j 11/2015 

PERATURAN MENTEI<I PERTANIAN TENTANG PRODUKSI, SERTIFIKASI, 

DAN PEREDAI~AN BENII-1 BINA TANAMAN PANGAN DAN TANAMAN 

HIJAUAN PAKAN TERNAK 

ABSTRAK - Bahwa untuk menJamm mutu benih bina perlu menmJaU 

kembali Peraturan Menteri Pertanian Nomor 

02/PermentanjSR.l20/l/2014 sebagaimana telah diubah 

cl.engan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 

08 /Permentan/ SR.120 j 3 j20 15 . 

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah : 

l. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem 

Budidaya Tanaman; 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang 

Perbenihan Tanaman; 

3. Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1971 tentang 

Badan Benih Nasional. 

- Dalam Peraturan ini diatur mengenai : 

1. Per a turan ini dimaksudkan se bagai dasar h ukum 

dalam pelaksanaan produksi, sertifikasi, dan Peredaran 

Benih Bina Tanaman Pangan dan Tanaman Hijauan 

Pakan Ternak, dengan tujuan untuk: 

a. menJamm terselenggaranya sistem penyediaan 

Benih Bina Tanaman Pangan dan Tanaman 

1-Iijauan Pakan Ternak yang berkesinambungan; 

b. menjamin kebenaran jenis, Varietas bersari bebas, 

Varietas hibrida dan mutu benih yang diproduksi; 

c. mempercepat sosialisasi dan pemanfaatan teknologi 
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Varietas kepada pengguna; 

d. menJamm kesesuaian mutu Benih Bina yang 

beredar; dan 

e . memberikan kepastian usaha bagi produsen dan 

pengedar Benih Bina. 

2. Ruang lingkup Peraturan ini meliputi: 

a. produksi Benih Bina; 

b. sertifikasi Benih Bina; 

c. peredaran Benih Bina; dan 

d. pembinaan dan pengawasan. 

Dengan diundangkannya Peraturan 1111, ketentuan 

tentang Produksi, Sertifikasi dan Peredaran Bcnib Bina 

sebagaimana diatur dalam Peratura n Menteri Pertanian 

Nomor 02IPermentaniSR.120 I 11 2014 se bagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 

08 IPermentanl SR.120 I 312015 dicabut dan dinyatakan 

tidak berlaku. 

Peraturan 1m mulai berlaku pada tanggal 30 November 

2015. 
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PERATURAN MENTER! PERTANIAN REPUBLIK Il~DONESIA 

NOMOR 56/Permentan/PK.llO/ ll/2015 

TENTANG 

PRODUKSI, SERTIFIKASI, DAN PEREDARAN BENIH BINA 

TANAMAN PANGAN DAN TANAMAN HIJAUAN PAI\:AN TERNAK 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA, 

a . bahwa dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 

02/Permentan/SR.120/1/2014 sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 

08/Permentan/SR.120/3/2015 telah diteta pka_n 

Produksi, Sertifikasi dan Peredaran Benih Bina; 

b. bahwa dengan perkem.ba ngan ilmu pengetahuan, 

teknologi dan standardisasi serta tuntutru1 kebutt1han 

proses mutu, benih bina yang beredar, dan untuk 

memberikan kepastian usaha perbenihan, Peraturan 

Menteri Pertanian Nomor 02/ Permentru1/SR.120/ l / 2014 

sebagaimana telah diubah den gan Peraturrul. Menteri 

Pertanian Nomor 08jPermentan.jSR.120/3 / 2015 sudah 

ticlak sesuai lagi; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan se bagaimana 

dimaksud dalam huruf a clan huruf b, dan untuk 

menJrunm mutu benih bina perlu meninjau kembali 

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 

02/Permentrul./SR.120/1/ 20 14 sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Menteri Pertanirul. Nomor 

08jPermentanjSR.120 / 3 / 20 15; 

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang 

Sistem Budidaya Tanaman. (Lembru-an Negara 

Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan 



Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478); 

2. Undang-Unda,ng Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

N egara Repu blik Indonesia Nom or 3821); 

3. Undang-Undang Nornor 29 Tahun 2000 tentang 

Perlindungan Varietas Tanaman (Lernbaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2000 Nornor 241, Tarnbahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4043); 

4. Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2014 tentang 

Pernerintahan Daerah (Lernbaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nornor 244, Tarnbahan 

Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5587); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang 

Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3616); 

6. Peraturan Pernerintah Nornor 102 Tahun 2000 tentang 

Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2000 Nornor 199, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4020); 

7. Peraturan Pemerintah Nornor 38 Tahun 2007 ten tang 

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 

Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan 

Daerah KabupatenjKota (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4347); 

8. Kepu tu san Pre siden Nom or 2 7 Tah u n 1 9 71 ten tang 

Badan Benih N asional; 

9. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang 

Pembentukan Kernenterian dan Pengangkatan Menteri 

Kabinet Periode Tahun 2014-2019; 

10. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Pertanian (Lernbaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 85); 

11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 

1100.11KptsiKP.150 I 10 I 1999 ten tang Pembentukan 
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Menetapkan 

--

Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu Bcnih Tanaman F'angan 

dan Hortikultura sebagaimana telah diubah dengan 

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 3611Kptsl 

KP.l50 1512002; 

12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 511 1Kptsll:~D . 31 0 I 
912006 ten tang Komoditi Binaan Dircktorat Jenderal 

Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan 

Direktorat Jenderal Hortikultura sebagaimana telah 

diubah dengan Keputusan Menteri Pertanim1 Nomor 

3599 IKptsiPD.390 I 10 12009; 

13. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 

1014IKptsiOT.16017 12008 tentang Susunan Pimpinan 

dan Keanggotaan Badan Benih Nasional; 

14. Peraturan Menteri Perta11ian Nomor 

6liPermentaniOT.140I10I2011 tentang Pengujian, 

Penilaian, Pelepasan da11 Penarikan Varietas (Ber·ita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 623); 

15. Keputusan Menteri Pertanian f'Tomor 

35171KptsiOT.l60il012012 tentang Tim Pembinaan, 

Pengawasan dan Sertifikasi Benih (TP2S) Tanaman 

Pangan dm1 Perkebunm1; 

16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 59IPermentan/ 

OT.l40I5/2013 tentang Orga11isasi dan Tata Kerja 

Balai Pengujian Mutu clan Sertifikasi Pakan; 

17. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 

44721KptsiOT.1601712013 tentang Tim Penilai dan 

Pelepas Varietas (TP2V) Tanaman Pangan, Perkebunan 

dan Tanaman Pakan Ternak; 

18. Peraturan Mcnteri Pertanian NOIT101' 

43/PennentanjOT.Ol0/8/2015 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243); 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PRODUKSI, 

SERTIFIKASI, DAN PEREDARAN BENIH GINA TANAMAN 

PANGAN DAN TANAMAN HIJAUAN PAEAN TERNAK. 



BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: 

1. Benih Bina adalah benih dari varietas unggul 

tanan1an pangan dan tanarnan hijauan pakan ternak 

yang telah dilepas, yang produksi dan peredarannya 

2. 

3. 

diawasi. 

Benih Tanaman yang sel::mjutnya disebut be nih, 

adalah tanaman atau bagiannya ycmg digunakan untuk 

rnernperbanyak dan/ atau rnengernbangbiakkan 

tanan1an. 

Varietas adalah bagian dari suatu jenis yang ditandai 

oleh bentuk tanaman, pertumbuhan, daun, bunga, buah, 

biji clan sifat-sifat lain yang dapat clibedakan dalam jenis 

yang sarna. 

4. Benih Surnber adalah tanaman atau bagiannya y;;.mg 

digunakan untuk rnemproduksi benih yang merupakan 

kelas-kelas benih rneliputi Benih Penjenis, Benih Dasar, 

dan Benih Pokok. 

5. Pemulia Tanaman adalah orang yang melaksanakan 

pemuliaan tanaman. 

6. Perbanyakan Vegetatif adalah perbanyakan tanarnan 

tanpa melalui penyerbukan. 

7. 

8. 

9. 

Sertifikasi Benih adalah serangkaian pemeriksaan 

danjatau pengujian dalam rangka penerbitan sertifikat 

benih bina. 

Sertifikat Benih Bina adalah keterangan tentang 

pemenuhanjtelah memenuhi persyaratan mutu yang 

diberikan oleh lembaga sertifikasi pacta kelompok benih 

yang disertifikasi. 

Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu adalah proses 

yang menjamin bahwa sistem manajemen diterapkan 

untuk mengarahkan dan mengendalikan organisasi 

clalam hal mutu. 

10. Lernbaga Sertifikasi adalah suatu lernbaga penila ian 
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kesesuaian yang dibentuk berdasarkan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan 

sertifikasi. 

11. Label adalah keterangan tertulis dalam bentuk cetakan 

tentang identitas, mutu benih bina dan masa akhir eda.r 

benih bina. 

12. Rekomendasi adalah keterangan tertulis yang 

dikeluarkan oleh instansi penyelengga.ra pengawasan 

dan sertifikasi benih. 

13. Standa.r Mutu Benih Bina adalah spesifikasi teknis 

benih yang baku mencakup mutu genetik, fisik, 

fisiologis dan/ atau kesehatan benih. 

14. Produsen Benih Bina adalah perseorangan, badan 

usaha, badan hukum atau instansi pemerintah yang 

melakukan proses produksi benih bina. 

15. Pengawasan adalah kegiatan pemeriksaan yang 

clilakukan secara berkala clan/ a tau sewaktu -vvaktu 

diperlukan terhadap dokumen, proses produksi 

danjatau benih yang beredar untuk mengetahui 

kesesuaian mutu dan data lainnya dengan label dan 

stancla.r mutu benih yang ditetapkan. 

16. Pereda.ran adalah sera.ngkaian kegiatan dalam rangka 

penyalura.n benih dari lokasi procluksi ke lokasi 

pemasa.ran clan/ atau kepada masyarakat . 

17. Pengeda.r Benih Bina adalah perseorangan, badan 

usaha, baclan hukum atau instansi pemerintah yang 

melakukan serangkaian kegiatan. dalam rangka 

menyalurkan benih bina ke lokasi pemasaran dan/ atau 

kepada masyarakat. 

18. Direktur Jencleral adalah Direktur Jenderal yang 

melaksa.nakan tugas fungsi eli biclang tanama n pangan 

atau tanaman hijauan pakan ternak. 

Pasal2 

Peratura.n ini dimaksudkan sebagai clasar hukum dalam 

pelaksan.aan produksi, sertifikasi, dan Peredaran Benih Bina 

Tana1nan Pangan dan Tanamar1 I-Iijauan Palzan Ternak, 



clengan tujuan 11ntuk: 

a. menjamin terselenggaranya sistem penyediaan Benih 

Bina Tanaman Pangan dan Tanaman Hijauan Pakan 

Ternak yang berkesinambungan; 

b. menjamin kebenaran jenis, Varietas bersari bebas, 

Varictas hibrida dan mutu benih yang diproduksi; 

c. mempercepat sosialisasi dan pemanfaatan teknologi 

Varietas kepacla pengguna; 

d. m enjamin kesesuaian mutu Benih Bina yang bereclar; 

dan 

e. memberikan kepastian usaha bagi proclusen dan 

pengeclar Benih Bina. 

Pasal 3 

Ruang lingkup Peraturan ini meliputi: 

a . produksi Benih Bina; 

b. sertifikasi Benih Bina; 

c. peredaran Benih Bina; dan 

d. pembinaa.n dan pengawasa.n. 

BAB II 

PRODUKSI BENIH BINA 

Pa.sal4 

( l) Benih Bina dapat dihasilka.n melalui perba.nyaka.n 

genera.tif clan j a tau vegetatif. 

(2) Perbanyakan Benih Bina secara generatif sebagaima.na 

climaksud pada ayat (l) terdiri atas Varietas bersari 

be bas dan/ atau hibricla. 

(3) Benih Bina sebagaimana climaksud pada ayat (1) 

diklasifikasikan dalam: 

a. Benih Penjenis (BS); 

b. Benih Dasa.r (BD); 

c. Benih Pokok (BP); dan 

d. Benih Sebar (BR). 

(4) Benih Fl hibrida disetarakan ke dalam kelas BR. 
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Pasal 5 

(1) BS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf 

a diproduksi oleh dan eli bawah Pcngawasan Pcmulia 

Tanaman atau institusi pemulia. 

(2) BD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf 

b merupakan keturunan pertama dari BS yang 

memenuhi standar mutu kelas BD dan harus diprocluksi 

sesuai dengan prosedur baku Sertifikasi Benih Bina atau 

sistem stanclardisasi nasional. 

(3) BP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c 

merupakan keturunan pertama dari BD atau BS yang 

memenuhi standax mutu kelas BP da11 harus diproduksi 

sesuai dengan prosedur baku Sertifikasi Benih Bina atau 

sistem standardisasi nasional. 

(4) BR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf 

d merupakan keturunan pertama BP 1, BP, BD atau BS 

yang memenuhi standar mutu kelas BR dan haTus 

diproduksi sesuai dengan prosedur baku Sertifikasi 

Benih Bina atau sistem standardisasi nasional. 

(5) BR F1 hibrida sebagaimana dimak:.md dalam Pasal 4 

ayat (4) cliproduksi clari persilanga.n gah..lr-galur tetua 

sesuai deskripsi galur-galur tetua yang ditetapkan dalam 

Keputusan Menteri Pertanian tentang pelepasan suatu 

Varietas hibrida. 

Pasal 6 

(1) Benih aneka kacang dan umbi dapat diperbanyak: 

melalui Pola Perba.nyakan Benih Ganda untuk kelas BP 

da11 BR. 

(2) Pola Perba.nyakan Benih Ganda sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) untuk kelas BPl diproduksi dari kelas BP 

sesuai dengan prosedur baku. Sertifikasi Benih Bina ata.u 

sistem standardisasi nasional. 

(3) Perbanyal\:an kelas BR untuk benih aneka kacang dan 

umbi diproduksi daTi BP 1, BP, BD atau BS sesua1 

prosedur baku Sertifikasi Benib Bina atau sistem 

sta.ndardisasi nasional. 



(4) Pola Perbanyakan Benih Ganda sebagairnana dirnaksud 

pada ayat (1) untuk kelas BR1 diproduksi dari kelas BR, 

dan BR2 diproduksi dari kelas BRl sesua1 dengan 

prosedur baku Sertifikasi Benih Bina atau sistern 

standardisasi nasional. 

(5) BPl sebagairnana dirnaksud pada ayat (2) merupakan 

keturunan pertama dari BP yang standar mutunya sama 

dengan BP. 

(6) BRl sebagairnana dimaksud pada ayat (4) merupakan 

keturunan pertama dari Bf<, yang stan dar mu tunya 

sama dengan BR. 

(7) BR2 sebagaimana dirnaksud pada ayat (4) merupakan 

keturunan dari BR 1, yang stan dar mu tunya sama 

dengan BR. 

Pasal 7 

(1) Pola Perbanyakan Benih Ganda sebagairnana dirnaksud 

clalarn Pasal 6 ayat (1), untuk benih kedelai dapat 

diperbanyak dengan cara: 

a. kelas BPl, cliproduksi dari kelas BP sesuai proseclur 

baku Sertifikasi Benih Bina atau sistem 

standarclisasi nasional; 

b. kelas BP2, diprocluksi dari kelas BPl sesum 

prosedur baku Sertifikasi Benih Bina atau sistem 

c. 

stanclardisasi nasional; 

kelas BI~, diprocluksi dari kelas BP2, BPl, BP, BD 

atau BS sesuai prosedur baku Sertifikasi Benih Bina 

atau sistern standarclisasi nasional; 

d. kelas BRl, diproduksi dari kelas BR sesuai proseclur 

e. 

f. 

baku Sertifikasi Benih Bina atau sistem 

standardisasi nasional; 

kelas BR2, diproduksi dari kelas BRl sesum 

proseclur baku Sertifikasi Benih Bina atau sistern 

stanclardisasi nasional; 

kelas BR3, cliproduksi dari kclas BR2 sesuai 

prosedur baku Sertifikasi Benih Bina atau sistern 
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g. 

stan.dardisasi nasional; dan 

kelas BR4, diproduksi dari kelas BR3 sesua1 

prosedur baku Sertifikasi Benih Bina atau sisten1 

standardisasi nasionaL 

(2) BPl sebagaimana dimal.:::sud pada ayat (1) merupakan 

keturunan pertama dari BP yang standar mutunya sama 

dengan BP. 

(3) BP2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan 

keturunan pertama dari BPl yang standar mutunya 

sama dengan BP. 

(4) BRl sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan 

keturunan pertama dari BR yang standar mutunya tidak 

sama dengan BR. 

(5) BR2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan 

(6) 

keturunan pertama dari BR1 yang standar mutunya 

tidak sama dengan BR. 

BR3 sebagaimana dimaksud pacla ayat (1) merupakan 

keturunan pertama clari BR2 yang standar mutunya 

tidak sama dengan BR. 

(7) BR4 sebagaiman.a din1.aksucl pacla ayat ( 1) merupakan 

keturunan pertama dari BR3 yang standar mutunya 

tidak sama dengan BR. 

Pasal 8 

( 1) Produsen benih yang akan mcmproduksi benih harus 

menguasai laban, sarana pengolahan benih dan sarana 

penunjang yang memada i sesu a i den gan jenis benihnya, 

serta tenaga yang mempunyai pengetahuan eli bidang 

perbenihan. 

(2) Produsen benih sebagaimana climaksud pada ayat (1) 

wajib memiliki izin produksi Benih Bina apabila: 

a. mempekerjakan paling seclikit 30 (tiga puluh) orang 

tenaga tetap; 

b. memiliki aset diluar tanal1 clan bangunan paling 

sedikit Rp.5.000 .000.000,- (lima milyar rupiah); 



a tau 

c. hasil penjualan BenihBina selama 1 (satu) 

tahun paling sedikit Rp . 15.000.000.000,- (lima 

belas milyar rupiah). 

(3) Produsen benih yang tidak memenuhi persyaratan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didaftar dan dinilai 

untuk rnendapatkan l<.ekomendasi sebagai produsen 

benih. 

(4) Antar Produsen Benih Bina dapat bekerjasama dalam 

bentuk kerjasama produksi Benih Bina dan/ atau 

k erj as am a pemasaran Benih Bina. 

Pasal 9 

(1) Izin atau tanda daftar sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 8 diterbitkan oleh bupatijwalikota. 

(2) Izin atau tanda daftar sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) clitembuskan kepada Menteri Pertanian melalui 

Direktur Jenderal dan Kepala Satuan Kerja Perangkat 

Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di 

bidang Pengawasan dan Sertifikasi Benih. 

(3) Izin atau tanda daftar sebagaimana dimaksucl pacla ayat 

(1) paling kurang berisi keterangan pemilik, data lahan, 

iclentitas dan clomisili pemilik, lokasi lahan, status 

kepemilikan lahan, luas areal, jenis Tanaman dan 

rencana procluksi. 

Pasal 10 

(1) Untuk memperoleh rzm produksi Benih Bina 

sebagaimana dimaksud clalam Pasal 9 ayat (1) produsen 

benih harus mengajukan permohonan secara tertulis 

kepacla bupatijwalikota dengan persyaratan: 

a . 

b . 

rnemiliki alde pendirian usaha dan perubahannya 

(kecuali perseorangan) ; 

surat kuasa clari Direktur Utama (kecuali 

perseorangan); 

c. KTP pemilik atau penanggung jawab perusahaan; 

d. fotokopi Nomor Pokok Waj ib Pajak (NPWP); 

e. fotokopi surat keterangan telah melaksanakan 

Analisis Mengenai Dampak Lingkunge:m (AMDAL) 
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f. 

g. 

atau Upaya Kelola Lingkungan (UKL) dan Upaya 

Pemantauan Lingkungan (UPL); 

fotokopi Hak Guna Usaha (HGU) bagi yang 

menggunakan tanah negara; dan 

Rekomendasi sebagai produsen benih yang 

diterbitkan oleh Satuan Ke1ja Perangkat Daerah 

yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang 

Pengawasan dan Sertifikasi Benih. 

(2) Untuk memperoleh tanda daftar sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 8 ayat ( 1) cal on Produsen Benih mengajukan 

(3) 

permohonan benih kepada bupatijwalikota dengan 

persyaratan: 

a. identitas dan alamat domisili yang benar; 

b. jenis dan jumlah benih yang akan diproduksi; 

c. fasilitas dan kapasitas prosesing dan penyimpanan 

yang dimiliki untuk produksi Benih Tanaman 

pan_gan; dan 

d. Rekomendasi sebagai Produsen Benih yang 

diterbitkan oleh Satuan Ker:ja Perangkat Daerah. 

Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 

ayat (2), untuk benih tanaman hijauan pakan ternak 

diterbitkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerall. yang 

melaksanakan urusan pemerintahan di bidang 

Pengawasan dan Sertifikasi Benih. 

Pasal 11 

(l) Untuk mendapatkan Rckomendasi sebagaimana 

(2) 

dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 10 huruf g 

Produsen Benih Bina mengC\jukan permohonan kcpada 

Kepala Satuan Kerja Perangkat 

melaksanakan urusan pemerintahan 

Pengawasan dan Sertifikasi Benih. 

Daerah 

di 

yang 

bidang 

Permohonan sebagaimana dimaksud pacta ayat (1) harus 

dilengkapi keterangan penguasaan lahan, sarana 

pengolahan benih, sarana penunjang yang memadai 

:se:sum dengan Jem:s benihnya dan tenaga yang 

mempunyai pengetahuan di bidang perbenihan. 



Pasal 12 

(1) Bupatijwalikota setelah menerima permohonan izin atau 

tanda daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 

dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerj a , 

harus memberikan jawaban menerima atau menolak. 

(2) Permohonan yang diterima sebagaimana dimaksud pada 

ayat ( 1) diterbitkan izin a tau tanda daftar usaha produksi 

Benih Bina. 

(3) Permohonan yc:mg ditolak sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) diberitahukan kepada pemohon disertai dengan 

alasan secar·a tertulis. 

(4) Apabila dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja tidak 

ada jawaban diterima atau ditolak sebagaimana 

dim<-t..ksud pacla ayat (1), permohonan dianggap diterima 

dan harus diterbitkan izin atau tanda daftar usaha 

produksi Benih Bina oleh bupatijwalikota. 

(5) Apabila izin atau tanda daftar usaha produksi Benih 

Bina sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum 

diterbitkan, pelayanan sertifikasi dapat dilaksanakan 

berdasarkan l"<ekomenclasi sebagaimana climaksud dalam 

Pasal 10. 

Pasal 13 

Produsen Benih Bina waj ib: 

a. menerapkan sistem manajemen rnutu untuk produsen 

yang mendapatkan sertifikat sertifikasi sistem 

manajemen mutu; 

b. mentaati peraturan perunclang-unclangan bidang 

perbenihan; 

C. mendokumentasikan data benih yang diprocluksi clan 

clieclarkan; 

d. bertanggungjawab atas mutu Benih Bina yang 

diproduksi; dan 

e. memberikan 

Tan. am an 

diperlukan. 

keterangan kepacla Pengawas 

atau Pengawas Mutu Pakan 

Be nih 

apabila 
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Pasal 14 

Izin produksi Benih Bina atau tancla daftar sebagaimana 

dimaJ.;:sud dalam Pasal 8 berlaku selama perusal1aan masih 

operasional dalam melakukan usaha produksi Benih Bina. 

(1) 

Pasal 15 

Pemberian izin usaha di bidang perbenihan dalam 

rangka penanaman modal asing terlebih dahulu wajib 

memperoleh rekomendasi teknis. 

(2) Rekomen dasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) untuk tanaman pangan diterbitkan oleh Direktur 

Jenderal Tanaman Pangan. 

(3) Rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) untuk tanaman hijauan pakan ternak: diterbitkan oleh 

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. 

Pasal 16 

Ketentuan lebih lanjut mengena1 Procluksi Benih Bina 

clitetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri. 

( 1) 

(2) 

BAB III 

SERTIFIKASI BENIH BINA 

Pasal 17 

Untuk memprocluksi Benih Bina mengikuti prosed1..1r 

baku Sertifikasi Benih Bina atau sistem standardisasi 

nasional. 

Proses Sertifikasi Benih Bina sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) meliputi: 

a . Pemeriksaan terhadap: 

1) kebenaran Benih Sumber; 

2) lapangan dan pertanarnan; 

3) isolasi Tanaman agar tidal<: terjadi persilangan 

liar; 

4) alat panen benih dan pengolahan benih; 

5) tercampurnya benih; dan 

6) pengolahan benih untuk tanaman pangan. 

b . Pengujian laboratorium untuk menguJl mutu 



c. 

benih yang terdiri atas mutu fisik, fisio logis, 

dan/ atau tanpa kesehatan benih, sedangkan untuk 

kemurnian genetik diambilkan dari hasil 

pemeriksaan lapangan; 

Pengawasan pemasangan Label. 

(3) Proses Sertifikasi Benih Bina sebagaimana dimaksud 

pacta ayat (2) dapat diselenggarakan oleh: 

a . Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan 

urusan pemerintahan eli bidang Pengawasan dan 

Sertifikasi Benih; 

b. Produsen Benih Bina yang mendapat sertifikat dari 

Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu, kecuali untuk 

Benih Tanaman hijauan pakan ternak; atau 

c . Unit Pelaksana Teknis Pusat yang melaksanakan 

urusan pemerintahan di bidang Pengawasan dan 

Sertifikasi Benih Tanaman h ijauan pakan ternak. 

Pasal 18 

Sertifikasi Benih Bina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 

ayat ( 1) clilakukan atas permohonan yang diajukan oleh 

Produsen Benih yang telah terclaftar atau memperoleh 

Rekomendasi sebagai Produsen Benih Bina dan belum 

menerapkan sistem manajemen mutu. 

Pasal 19 

( 1) Benih Bina yang memenuhi persyaratan sertifikasi 

clan dinyatakan lulus, diterbitkan sertifikat Benih Bina. 

(2) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan 

sesuai standar mutu kelas Benih Bina yang dapat 

dipenuhi . 

(3) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk 

kelas BS yang belum menerapkan sistem manajemen 

mutu diterbitkan daJ.am bentuk surat keterangan dari 

Pernulia Tanarnan yang telah memiliki sertifikasi 

kompetensi sesuai peraturan perundang-undangan. 

(4) Sertifikat sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) untuk 
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kelas BS yang menerapkan sis tcm mana:Jemen mutu 

diterbitkan oleh pimpinan institusi pemulia. 

Pasal 20 

Sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dicabut 

apabila: 

a. 

b. 

data kelompok Benih Bina tidak sesuai dengan data 

awal kelompok Benih Bina yang cliajukan; dan; a tau 

kelompok Benih Bina berpinclah tempat tanpa 

sepengetahuan Satuan Ke1ja Perangkat Daerah yang 

melaksanakan urusan pemerintahan eli bidang 

Pengawasan dan Sertifikasi Benih. 

Pasal 21 

Pemeriksaan lapan.gan se bagaimana dimaksud dalam Pas::ll 

17 ayat (2) huruf a, clilakukan untuk klarifikasi dokumen 

permohonan, pemeriksaan pendahuluan, pemeriksaan 

pertanaman, dan pemeriksaan proses pengolahan Benih Bina. 

Pasal 22 

( l) Klarifikasi dokumen sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 21 dilaksanakan oleh Pen gawas Benih Ta naman 

atau Pengawas Mutu Pakan sebelum kegiatan 

pemeriksaan lapangan clilaksanak<:m. 

(2) Klarifikasi dokumen sebagaimana dimal-<:sud pada aya t 

(1) untuk memastikan kebenaran dokumen. 

Pasal 23 

(1) Pemeriksaan pendahuluan sebagaimana dimaksl.ld 

dalam Pasal 21 dilaksanakan sebelum. tanam sampa1 

dengan taJ1am sesum dengan lwmoditasnya untuk 

memastikan kebenaran lokasi , persyara tan lokasi, 

persyaratan laban dan Benih Sum bcr. 

(2) Persyaratan lal1an sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

meliputi isolasi dan unit sertifikasi. 



Pasal 24 

(1) Pemeriksaan pertanaman sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 17 ayat (2) huruf a dilaksanakan pada fase-fase 

pertumbuhan tertentu yang sangat berpengaruh 

terhadap mutu benih sesuai dengan komoditasnya. 

(2) Pemeriksaan pertanaman sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) untuk mengetahui kebenaran Varietas dan 

kemurnian genetik serta ada tidaknya persilangan atau 

tercampurnya pertanaman dengan Tanaman lain atau 

Varietas lain clan j a tau ada tidaknya orgamsme 

pengganggu tumbuhan terutama yang terbawa benih 

sesuai dengan komoditasnya. 

(3) Hasil pemeriksaan pertanaman dinyatakan ll1lus 

setelah memenuhi standar kemurnian genetik. 

(4) Pertanaman yang belum memenuhi standar kemurnian 

genetik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat 

dilakukan satu kali pemeriksaan ulang. 

(5) Apabila hasil pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud 

pacla ayat (4) tidak memenuhi standar kemurnian 

genetik, sertifikasi tidak dilanjutkan. 

(6) Hasil pemeriksaan pertanaman diberitahukan kepada 

produsen. 

Pasal 25 

(1) Hasil pertanaman yang lulus pemeriksaan lapangan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) 

ditetapkan sebagai kelompok benih. 

(2) Kelompok benih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diberi iclentitas yang jelas dan mudah dilihat. 

(3) Identitas sebagaimana dimaksud pacta ayat (2) paling 

kurang meliputi jenis, Varietas, nomor kelompok benih, 

nomor induk sertifikasi, blok dan tanggal panen. 

Pasal 26 

(1) Untuk mengetahui kesesuaian mutu benih dalam bentuk 

biji dilakukan pengujian mutu benih eli laboratorium. 

(2) Pengujian mutu benih eli laboratorium sebagaimana 
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elimaksuel paela ayat (1) elilakukan terhaelap contoh benih 

yang mewakili kelompok benih. 

(3) Pengambilan contoh benih dan pengUJian mutu benih 

elilakukan sesum ketentuan, ym1g elitetapkan oleh 

Direktur Jenderal atas nama Menteri. 

(4) Kelompok benih sebagaimana dimaksuel paela ayat (2) 

clinyatakan lulus apabila memenuhi stanclar mutu yang 

berlaku. 

Pasal27 

(1) Pemeriksaan mutu benih eli guelang elilaksanakan 

terhaelap hasil perbanyakan benih dalam bentuk umbi. 

(2) Pemeriksaan mutu benih eli guelm1g sebagaimana 

climaksuel paela ayat (1) untuk mengetahui status 

kesehatan benih. 

(3) Pemeriksaan mutu benih eli guelang sebagaimana 

elimaksuel paela ayat (2) dinyatakan lulus apabila 

memenuhi standar kesehatan benih. 

(4) Hasil pemeriksaan mutu benih di gudang yang belum 

memenuhi standar mutu sebagaimana dimaksud pacta 

ayat (3) dapat dilakukan satu kali pemeriksaan ulc:mg. 

(5) Apabila hasil pemeriksaan ulang sebagaimana elima};:suel 

paela ayat (4) tidak memenuhi standar mutu, maka 

Sertifikasi Benih tidak dilanjutkan. 

(6) Hasil pemeriksaan mutu benih eli gudang eliberitahukan 

kepada produsen benih. 

Pasal28 

(1) Untuk Benih yang diperbanyak dalam bentuk stek atau 

anakan tidak dilakukan pemeriksaan kesesuaian mu tu 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 27 

tetapi cukup dilakukan pemeriksaan swp edar 

dilapangan dan elinyatakan lulus apabila memenuhi 

standar mutu siap edar yang berlaktl. 

(2) Pemeriksaan siap edar sebagaimm1a dimal<:sud pada 

ayat ( 1) dilakukan pada saat pm1en be nih. 



Pasal 29 

( 1) Benih Bina yang diedarkan wajib diberi Label. 

(2) Label sebagaimana dimaksud pacta ayat ( 1) mudah 

dilihat, dibaca, tidak mudah rusak dan dalam bahasa 

Indonesia. 

(3) Label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang 

memuat keterangan jenis dan Varietas Tanaman, kelas 

benih, data kemurnian genetik dan mutu benih, akhir 

masa edar benih, serta nama dan alamat proclusen . 

(4) Label sebagaimana dimaksucl pada ayat (1) untuk kelas 

BS diberikan dalam bentuk surat keterangan Pemulia 

Tan am an dan I atau Label benih yang menerangkan 

ten tang kemurnian V arietas. 

(5) Label sebagaimana climaksud pada ayat (1) untuk kelas: 

a. BS berwarna kuning; 

b. BD bervvarna putih; 

b. BP, BP1, dan BP2 berwarna ungu; dan 

c. BR, BR1, BR2, BR3, dan BR4 berwarna bin1. 

Pasal 30 

(1) Label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) 

disediakan oleh produsen clengan dilegalisasi oleh 

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanal<an 

urusan pemerintahan di bidang Pengawasan dan 

Sertifikasi Benih. 

(2) Legalisasi Label berupa nomor sen Label dan stempel, 

hologram atau segel. 

(3) Dalam hal produsen benih memiliki sertifikat dari 

Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu dapat 

melabel sendiri benih procluknya, kecuali untuk Benih 

Tanaman hijauan pakan ternak. 

(4) Label BS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (5) 

huruf a cliterbitkan oleh institusi pemulia yang 

bersangku tan. 

Pasal 31 

(1) Label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) 

-
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dipasang oleh produsen Benih Bina sebagai berikut.: 

a . Benih Tanaman pangan pada set.iap kemasan; 

b. Benih Tanaman hijauan pakan t.ernak sesua1 

dengan jenis benih dan k:omoditasnya. 

(2) Pema sangan Label sebagaimana dimah:sud pada ayat ( 1) 

diawasi oleh Pengawas Benih Tanaman atau Pengawas 

Mutu Pakan. 

Pasal 32 

(1) Kemasan dapat berupa kantong, wadah atau ikatan 

dalam satuan volume tertentu. 

(2) Kemasan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) han:l.s 

terbuat dari bahan yang kuat dan dapat melinclungi 

mutu serta kesehatan benih. 

(3) Informasi pada kemasan Benih Bina antara lain: 

a . identitas produsen dan/ a tau pengedar benih; 

b. jenis komoditas dan nama Varietas; 

c . nomor sertifikat Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu 

bagi Produsen Benih Bina yang menerapkan 

sertifikasi sistem manajemen mut.u; 

d. volume benih dalam kemasan ; 

e . perlakuan khusus yan g diperlukan; 

f. u ntuk Benih Tanaman Produk Rekayasa Genetik 

(PRG) harus mencantumkan kode PRG (event); dan 

g. bahan akt.if pestisida dan bahan kimia yang 

cliap likasikan. 

Pasal 33 

(1) Untuk menghindari penurunan mutu Benih Bina, 

setiap pengar1gkutan benih harus menggunakan alat 

angkut yang sesuai dengan konclisi, j enis clan ben tuk 

Benih Bina. 

(2) Ternpat penyimpanan Benih Bina dapat berupa gudan.g, 

ruang terbuka, ruang pendingin, rumalJ kaca atau 

lainnya yang tidal< n<empengaruhi penurunan mutu 

Benih Bina. 



Pasal 34 

Biaya Sertifikasi Benih Bina yang dilakukan oleh Lembaga 

Sertifikasi melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak dan ditetapkan 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 35 

(1) Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu diselenggarakan 

oleh Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu (LSSM) yang 

terakreditasi oleh lembaga akreditasi sesuaJ. ruaJ.1g 

lingkup di bidang perbenihan. 

(2) LSSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 

menerapkan sistem manajemen mutu sesuai persyaratan 

akreditasi . 

(3) LSSM sebagaimar1a dimaksud pada ayat (1), dalam 

melakukan kegiatan wajib melaporkan kepada Direktur 

Jenderal sesuai komoditas binaan paling kurang setiap 1 

(satu) tahun sekali dengan tembusan kepada lembaga 

akreditasi. 

(4) Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 

dilakukan terhadap sistem manaJemen mutu yang 

diterapkan oleh produsen benih. 

Pasal 36 

(1) Produsen Benih Bina yang memenuhi persyaratan sistem 

manajemen mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

35 ayat (4) diberikan sertifikat Sertifikasi Sistem 

Manajemen Mutu dan dapat melaksanakan proses 

j ami nan mu tu yang setara dengan sertifikasi benih. 

(2) Proclusen Benih Bina sebagaimana dimal<:sud pada ayat 

(1) harus memiliki karyawan di bidang Pengawasan 

mutu dan dapat melakukan seluruh rangkaian 

proses 

baku. 

sistem manajemen sesuai dengan persyaratan 

(3) Produsen Benih Bina sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) wajib menyampaikan laporan produksi kepada LSSM 

-
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yang memberikan sertifikat Sertifika(:.i Sistem Manajemen 

Mutu dengan tembusan kepada Direktur Jenderal dan 

Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang 

melal{sanakan urusan pemerintahan eli biclang 

Pengawasan dan Sertifikasi Benih . 

(4) Laporan produksi sebagaimana dimal<:sucl pada ayat 

(3) disampaikan setiap bulan dan paling kurang berisi 

jenis, Varietas, volume produksi, dan stok benih . 

Pasal 37 

(1) Laporan LSSM sebagaimana climaksud dalam Pasal 36 

ayat (3) meliputi: 

a. nama dan. alamat lem_baga yang memberikar1 

akreditasi; 

b. status dan nomor akreclitasi; 

c. ruang lingkup akreditasi; 

d . perubahan yang terkait dengan al<;:reditasi lembaga; 

e. pelaksanaa11 sertifikasi manaJemen mutu yang 

diberikan. 

(2) Pelaporan pelaksanaan Sertifikasi Sistem Manajemen 

Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e 

meliputi: 

a. nama dan alamat perseorangan, baclan usaha, 

badar1 hukum ata1.1 instansi pemerintah yang tclah 

disertifikasi; 

b. ruang lingkup benjh dan Varietas ya11g diproduksi; 

c. lokasi produksi Benih Bina; dan 

cl. nomor dan masa berlaku sertifikat sistem 

manajemen mutu yang diberikan. 

(3) Dalam hal terjadi penerbitan sertifikat baru, pencabutan 

atau pembekuan status sertifikat perseorangan, baclan 

usaha, baclan hukum atau instans i pemerintah, LSSM 

clalam jangka wal{tu paling lama 7 (tujuh) hari kerja 

harus mcmberitahukan secara tertulis kepacla 

Direktur J encleral. 

Pasal38 

Ketentuan lebih la11jut mengenaJ Scrtifikasi Benih Bina 

ditetapkan oleh Direktur Jencleral atas nama Menteri. 



BABIV 

PEREDARAN BENIH BINA 

Pasal 39 

(1) Peredaran Benih Bina dilakukan oleh Pengedar Benih 

Bin a. 

(2) Pengedar Benih Bina sebagaimana dimaksud pacla ayat 

(1) harus memiliki tanda daftar dari bupatijwalikota. 

(3) Untuk memperoleh tanda daftar sebagaimana 

climak:sud pacta ayat (2) calon pengedar mengajukan 

permohonan tertulis kepada bupatijwalikota dengan 

dilengkapi persyaratan: 

a . iclentitas dan alarnat domisili yang jelas dan benar; 

b. jenis dan jumlah benih yang akan diedarkan; 

c. fasilitas dan kapasitas penyimpanan yang dimiliki; 

dan 

d. Rekomendasi sebagai pengedar benih yang 

diterbitkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah 

yang melaksanakan urusan pemerintahan eli biclang 

Pengawasan dan Sertifikasi Benih. 

(4) Apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pacta ayat 

(3) telah dipenuhi, kepada calon Pengedar Benih Bina 

cliberikan tanda daftar pengedar Benih Bina. 

(5) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pacta ayat (3) huruf 

cl, untuk benih tanaman hijauan pakan ternak 

diterbitkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang 

melaksanakan urusan pemerintahan eli bidang 

Pengawasan dan Sertifikasi Benih atau Unit Pelaksana 

Teknis Pusat yang melaksanakan tugas dan fungsi 

pengawasan dan sertifikasi benih tanaman hijauan 

pakan ternak. 

Pasal40 

(1) Untuk menclapatkan Rekomendasi sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) huruf d Pengedar 

Benih Bina mengajukan permohonan kepada Satuan 

Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan 

pemerintahan eli bidang Pengawasan dan Sertifikasi 

-

-
-
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-
-
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-
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Benih. 

(2) Permohonan sebagaimana dimaks1-1d pacta ayat (1) harus 

dilengkapi keterangan penguasaan sarana penynnpanan 

benih. 

Pasal 41 

(1) Setelah menenma permohonan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 39 ayat (3) dalam jangka waktu 10 

(sepuluh) hari kerja, bupatijwalikota harus memberikan 

jawaban diterima atau ditolak. 

(2) Permohonan yang diterima sebagairnana ctimaksuct pacta 

ayat (1) diterbitkan ta11cta ctaftar pengectar Benih Bina. 

(3) Permohonan yang ctitolak sebagaimana dimaksuct 

pacta ayat (1) ctiberitahukan kepacta pemohon ctisertai 

dengan alasan secara tertulis. 

(4) Apabila ctalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja tictak 

ada jawaban diterima atau ctitolak sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), permohonan ctianggap ctiterima 

dan harus diterbitkan tanda daftax pengectar benih oleh 

bupati/ walikota. 

(5) Apabila tanda daitar sebagaimana dimaJ<sucl pada ayat 

(4) belum diterbitkan, pelayanan pelabelan ulaJ.ig dapat 

dilaksru1.akru1. berdasarkan Rekomendasi sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) huruf d. 

Pasal 42 

Pengedar Benih Bina wajib: 

a. mematuhi peraturan perundang-undangan perbenihan_ 

yaJ.1g berlaku; 

b. bertanggungjawab atas mutu Benih Bina yang 

diectarkan; 

c. melakukan pencatatru1 dan penym1panan dokumen 

Benih Bina yang diectarkan selama 1 (satu) tahun; 

d. memberikan data atau keterangan yang diperlukan 

Pengawas Benih TaJ.1aman atau Pengawas Mutu Pakan; 

dan 

e. melaporkan setiap terjadi perubahan data sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3). 



Pasal 43 

Tanda daftar Pengedar Benih Bina sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 39 berlalcu selama pengedar masih 

operasional melakukan usaha Peredaran Benih Bina. 

Pasal 44 

Ketentuan lebih lanjut mengenai Peredaran Benih Bina 

ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas n ama Menteri. 

BABV 

PEMBINAAN DAN PENGAW ASAN 

Pasal 45 

(1) Pembinaan produksi, sertifikasi dan pengawasan 

peredaran Benih Bina dilaln1kan oleh Direktur Jenderal, 

dinas provinsijkabupaten yang melaksanakan tugas dan 

fungsi di biclang Tanaman pangan atau peternakan clan 

kesehatan hewan sesuai kewenangannya. 

(2) Pengawasan produksi, sertifikasi clan pereclaran Benih 

Bina dilakukan oleh Pengawas Benih Tanaman atau 

Pengawas Mutu Pakar1 . 

(3) Pengawasan sebagaimana dimalcsud pacta ayat (2) 

meliputi: 

a. melakukan pemeriksaaan terhadap proses produksi; 

b. melakukan pemeriksaan terhadap sarana dan 

tempat penyimpan.an serta cara pengemasan benih 

bina; 

c. mengambil contoh benih guna pemeriksaan mutu; 

d. memeriksa dokumen dan catatan produsen, 

pemasok, dan pengedar Benih Bina; 

e . 

f. 

melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan 

kegiatan sertifikasi; dan 

melakukan pemeriksaaan terhadap pemenuhan 

persyaratan pendaftaran, pengadaaan, perizinan, 

sertif.ikasi dan pendaftaran peredaran Benih Bina. 

-

-

-
-
-----

-
---
--
-
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Pasal46 

(1) Pengawasan Peredaran Benih Bina sebagaimana 

climaksud dalam Pasal 45 ayat (3) dilakukan terhadap 

dokumen danjatau benih melalui pengecekan mutu 

dan/ atau pelabelan ulang. 

(2) Pelaksanaan Pengawasan Pcredaran Benih Bina 

sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan secara 

berkala atau sewal<tu-waktu. 

Pasal47 

Pengawas Benih Tanaman atau Penga-vvas Mutu Pakan 

sebagaimana dimaksud dalan1 Pasal 45 ayat (2) 

berkeduclukan eli Satuan Kerja Perangkat Daerah yang 

melaksanakan urusan pemerintahan eli bidang Pengawasan 

dan Sertifikasi Benih. 

Pasal 48 

(1) Pengecekan mutu Benih Bina sebagaimana dimaksucl 

dalam Pasal 46 ayat ( 1) dilakukan apabila ada du gaan 

ketidaksesuaian mutu Benih Bina yang beredar dengan 

standar mutu Benih Bina. 

(2) Pengecekan Mutu Benih Bina sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dilakukan paling lama dalam jangka waktu 

30 (tiga puluh) hari melalui uji laboratorium clan j a tau uj i 

lapangan sesuai dengan jenis Tanaman. 

(3) Be nih Bin a yang sedang dalam pengecekan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberhcntikan 

sementara dari. Peredara n. 

(4) Apabila dari hasil pengeccka11 mutu Benih Bina 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terbukti tidal: 

memenuhi standar mutu harus ditarik dari Peredaran. 

(5) Penarikan Benih Bina yang beredar sebagaimana 

dimaksud pada ayat (4) menjadi tanggungjawab 

produsen dan/ atau pengedar Benih Bina. 

(6) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pengawas Benih 

Tanaman dan/ atau Pengawas Mutu Pakan belum 



menyampaikan hasil pengecekan mutu, Benih Bina 

sebagaimana dimaksucl pada ayat (4) dianggap masih 

memenuhi standar rnutu dan dapat diedarkan. 

Pasal 49 

(1) Pelabelan ulang sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 46 

ayat (1) dilakukan terhadap Benih Bina: 

a. masa edarnya menjelang berakhir, baik yang 

proses sertifikasinya melalui Satuan Kerj a 

Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan 

pemerintahan di bidang Pengawasan dan Sertifikasi 

Benih maupun Benih Bina yang diproduksi oleh 

Produsen Benih Bina yang telah memiliki sertifikat 

dari Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu; 

b. Label sebelumnya dikeluarkan oleh negara la in. 

(2) Pelabelan ulang sebagaimana climaksud pada ayat (1) 

clilakukan setelah lulus pengujian mutu Benih Bina eli 

laboratorium, atau pemeriksaan di guclang atau tempat 

peny1mpanan. 

(3) Hasil uji laboratorium atau pemeriksaan di guclan g atau 

tempat penym1panan clinyatakan ll1lus apabila 

mernenuhi Standar Mutu Bcnih Bina yang berlaku. 

(4) Pengujian mutu Be nih Bin a di laboratorium 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk 

Benih Bina bentuk biji. 

(5) Pemeriksaan di gudang atau tempat penyimpanan 

sebagaimana climaksucl pada ayat (2) dilakukan untuk 

Benih Bina selain bentuk biji. 

Pasal 50 

(1) Pelabelan ulang untuk Benih Bina yang bereclar 

sebagaimana climaksud dalam Pasal 49 ayat (1) 

dilakukan oleh Satuan Ke1ja Perangkat Daerah yang 

melaksanakan urusan pemerintahan eli bidang 

Pengawasan clan Sertifikasi Benih eli wilayah tempat 

Benih Bina beredar, atas permohonan proclusen yang 

bersangkutan. 

(2) Permohonan pelabelan ulang sebagaimana climaksud 

--
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pada ayat (1) diajukan paling lan1.bat 14 (empat belas) 

hari menjelang habis masa berlaku Label. 

Pasal 51 

( 1) Pengujian laboratorium, pemeriksaan dolmmen dan 

gudang atau tempat penyimpanan untuk pelabelan 

ulang terhadap Benih Bina yang berasal dari negara 

lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) 

huruf b dilakukan scbelum Benih Bina diedarkan. 

(2) Pengujian laboratorium scbagaimana dimaksud pada 

ayat ( 1) dilakukan oleh laboratorium yang kompeten eli 

biclang uji mutu benih sesuai dcngan ruang lingkup 

pcnguJian. 

(3) Pemeriksaan eli gudang atau tcmpat pcnyimpanan Benih 

Bina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilalr.:ukan 

oleh Satuan Kerja Perangkat Dacrah yang melal<sanal{an 

urusan pemerintahan eli biclang Pcngawasan dan 

Scrtifikasi Benih. 

(4) Pelabelan ulang terhadap Be nih Bin a se bagaimana 

dimaksud pad a ayat ( 1) haru:::; memenuhi staJ1dar 

mutu yang berlaku. 

Pasal 52 

Satuan Kerja Perangkat Daerab yang melaksanal<aJ1 urusan 

pcmerintahan eli bidang Pengawasan clan Sertifikasi Benih 

scbagaimana dimaksud dalam Pasal 4 7 harus melaporkan 

pelal<:sanaan kegiatan Pengawasan Pereclaran Benih Bina 

kepada Dinas yang membidangi TaJ1aman pangan 

danjatau peternakan dan kesehatan hewan clengan 

tembusan disampaikan kepada Direktur Jenderal. 

Pasal 53 

Pengawasan produsen dan Pengedar Benih Bina dilal<ukan 

oleh Pengawas Benih Tanaman atau Pengawas Mutu PakaJ1. 

Pasal 54 

(l) Produsen benih yang telah menerapkan sistem. 



manaJemen mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

13 huruf a dan tidak memenuhi kewajiban sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, huruf c, huruf d, 

danjatau huruf e diberi peringatan tertulis sebanyak 2 

(dua) kali oleh Pengawas Benih Tanaman atau Pengawas 

Mutu Pakan. 

(2) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud pacta ayat (1) 

tidak cliindahkan, Pengawas Benih Tanaman atau 

Pengawas Mutu Pakan merekomendasikan kepada 

Kepala Satuan Kerja 

melaksanakan urusan 

Perangkat Daerah 

pemerin tahan di 

yang 

bidang 

Pengawasan dan Sertifikasi Benih untuk mengusulkan 

pencabutan sertifikat sistem manajemen mutu kepada 

LSSM, dengan tembusan kepada Direktur Jenderal dan 

Lembaga Akrecl.itasi. 

(3) Dalam hal Produsen belum menerapkan sistem 

manajemen mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

13 huruf a dan tidak memenuhi kewajiban sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, huruf c, huruf d 

dan; a tau huruf e diberikan peringatan tertulis sebanyak 

2 (dua) kali oleh Pengawas Benih Tanaman atau 

Pengawas Mutu Pakan. 

(4) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(3) t idak cliindahkan, Pengawas Benih Tanaman atau 

Pengawas Mutu Pakan merekomendasikan kepada 

bupatijwalikota melalui Kepala Satuan Kerja Perangkat 

Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di 

bidang Pengawasan dan Sertifikasi Benih untuk 

mencabut izin atau tanda daftar sebagai produsen Benih 

Bin a. 

(5) Apabila pencabutan 1zm atau tanda daftar tidak 

diterbitkan bupatijwalikota, Kepala Satuan Kerja 

Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan 

pernerintahan di bidang Pengawasan dan Sertifikasi 

Benih tidak melayani sertifikasi benih terhadap produsen 

sebagaimana dimaksud pada ayat (4). 
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Pasal 55 

(1) Pengedar Benih Bina sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 39 tidak memenuhi kewajiban sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 42 diberikan peringatan tertulis 

sebanyak 2 (dua) kali oleh Pengawas Benih Tanaman 

atau Pengawas Mutu Pakan. 

(2) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) 

tidak diindahkan, Pengawas Benih Tanaman atau 

Pengawas Mutu Pakan merekomendasikan kepacla 

bupatijwalikota melalui Kepala Satuan Kerja Perangkat 

Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di 

bidang Pengawasan clan Sertifikasi Benih untuk 

mencabut tancla claftar sebagai pengedar Benih Bina. 

Pasal 56 

( 1) LSSM yang tidak melaporkan kegiatan sertifikasi kepacla 

Direktur Jencleral sebagaimana dimaksucl clalam Pasal 

35 ayat (3) diberikan peringatan_ tertulis 2 (clua) kali 

dalam tenggang waktu 2 (dua) bulan. 

(2) Apabila peringatan sebagaimana climaksud pada ayat (l) 

tidak diinclahkan, Direktur '-Jenderal mengusulkan 

kepada lembaga akreclitasi untuk mencabut sertifikat 

akreditasi dari LSSM yang bersangku tan. 

Pasal57 

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembinaan dan Pengawasan 

Peredaran Benih Bina ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas 

nama Menteri Pertanian. 

BAB VI 

KETENTUAN PERALH-IAN 

Pasal 58 

(1) Permohonan Izin dan tanda claftar produsen, dan 

Pengedar Benih Bina yang telah diajukan scbelurn 

Pcraluran ini diundangkan, tctap diproses sesuai dengan 

ketentuan. dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 



02/PermentanjSR.120 j 1/2014 sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 

08jPermentanjSR.120 /3/2015. 

(2) Izin dan tanda daftar yang telah diterbitkan sebelum 

Peraturan ini diundangkan dinya takan tetap masih 

berlaku . 

BAB VII 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal59 

Dengan diundangkannya Peraturan m1, ketentuan tentang 

Produksi, Sertifikasi dan Peredaran Benih Bina sebagaimana 

cliatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nornor 

02/PermentanjSR.l20/1/2014 sebagaimana telah diubah 

clengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08/Permentan/ 

SR. 120/3/2015 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 60 

Peraturan Menteri m1 mulai berlaku pacta tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerin tahkan 

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya 

dalarn Berita Negara Republik Indonesia. 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 25 November 2015 

MENTER! PERTANIAN 
REPUBLIK INDONESIA, 

ttd 

AMRAN SULAIMAN 

Diundangkan di Jakarta 
pacla tanggal 30 November 2015 

Dll~EKTUR JENDERAL 
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 
KEMENTERIAN HUKUM DAN I-IAK ASASI MANUSIA 
REPUBLIK INDONESIA, 

ttd 

WIDODO EKATJAHJANA 

BERITA NEGA.RA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1774 
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